BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 45 TAHUN 2018
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran Angka V, Point 17 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018
Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah wajib
menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer
ke daerah vang penggunaannya sudah ditentukan dengan cara
melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran APBD;

b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja
berkenaan dapat dilakukan atas persetujuan PPKD, Pergeseran
antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilakukan
atas persetujuan sekretaris daerah, Pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud dapat dilakukan dengan cara mengubah
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar
pelaksanaan untuk selanjutnya dianggarkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019;



Mengingat

10.

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 561);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Dati Il Langkat dari Wilayah Kodya Dati II
Binjai ke Kota Stabat di wilayah Kabupaten Langkat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati Il Langkat
dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara 4712);



11.

132;

13.

14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21,

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 701);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2005
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2005 Nomor 1), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 5);



Menetapkan

22,

23.

24.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2016 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29 Tahun
2016);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 42).

Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018
Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN BUPATI NOMOR 45 TAHUN 2018 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Nomor 46 Tahun 2018) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula
berjumlah Rp.1.817.053.849.623,00 bertambah sejumlah Rp.355.329.233.154,00
sehingga menjadi Rp.2.172.383.082.777,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 403.398.484.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2.222.452.333.623,00

2. Belanja

a. Semula
b. Bertambah/(berkurang) Rp. 355.329.233.154,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.172.383.082.777,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. 50.069.250.846,00

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula

Rp. 1.819.053.849.623,00

Rp. 1.817.053.849.623,00

Rp. 0,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 122.330.000,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 122.330.000,00

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 122.330.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 2.122.330.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. (2.000.000.000,00)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.  48.069.250.846,00



2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran la, dan Lampiran II, diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

3. Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, RSU Tanjung Pura, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Kelautan dan Perikanan,
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian,
Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat.

Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 2 mel 2019
BUPATI LANGKAT,

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 2 me\ 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

mdnd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 NOMOR : &



